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KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11

13.

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/329/KUM/2012 tentang Pengguna

* Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMarabahan
Pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BARITO KUALA,

AN

— .

H. HASANUDDIN MURAD




BUPATI  BARITO  KUALA

PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR  188.45/ 69 /KUM/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2017
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang 
: a.  
bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal  56 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor  15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah, kewenangan Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu kewenangan pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Dinas Lingkungan Hidup maka, perlu dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;

  b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud    pada hurup a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Mengingat
: 1. Undang - Undang  Nomor 27  Tahun  1959   tentang   Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.
Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7.
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.
Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.
Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
   13.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

14.Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup Nomor 05   Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;


15.
Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup Nomor 17   Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 

16.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);


17.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;


18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 9);

19.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);

20.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 2);

22.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16   Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

23.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor  35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

24.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor  19 Tahun 2017   tentang Uraian Tugas Unsur-unsur  Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 19);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:

KESATU
:
Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran  Keputusan ini.

KEDUA
:
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mempuyai tugas menilai Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), memberikan masukkan dan dasar pertimbangan. 

KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan/persetujuan kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT
:
Setiap Anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewenangan pengambilan Keputusan dari Instansi /Organisasi /Masyarakat yang mewakilinya.
KELIMA
:
Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
KEENAM
:
Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai yang bertugas menilai secara teknis Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta  Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atas permintaan Komisi Penilai.
KETUJUH
:
Tim Teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepada Ketua Komisi Penilai.

KEDELAPAN
:
Sekretariat Komisi Penilai bertugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyedian informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh komisi dan berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi.

KESEMBILAN
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, DPA. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017.

KESEPULUH
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/66/KUM/2016 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal 18 Januari 2017
BUPATI BARITO KUALA,
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H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran I : 
Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/69/KUM/2017
Tanggal 18 Januari 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

KABUPATEN BARITO KUALA

	No
	Jabatan / Instansi
	Jabatan dalam Tim

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
	Bupati Barito Kuala.



Wakil Bupati Barito Kuala.

Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Asisten Bidang Pembangunan.

Dandim 1005 Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Kepala BPN Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.

Wakil dari Dinas/Instansi Kabupaten yang Bidang Tugasnya berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan Pemrakarsa.

Ahli dibidang Lingkungan Hidup / ahli dibidang yang berkaitan dengan Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang diajukan Pemrakarsa.

Wakil dari masyarakat yang terkena dampak.

Wakil dari organisasi lingkungan. 

	Pelindung

Pembina

Pengarah

Ketua merangkap Anggota Tetap

Sekretaris merangkap

Anggota Tetap 

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tetap

Anggota Tidak Tetap

Anggota Tidak Tetap

Anggota Tidak Tetap
Anggota Tidak Tetap


BUPATI BARITO KUALA,


H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/69/KUM/2017
Tanggal 18 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN BARITO KUALA

	No
	Nama
	Jabatan dalam Tim

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


	Hj. F a h r i a n a, SH.,MH
NIP.19650414 198601 2 003

Alfiansyah, SKM
NIP.19650531 198903 1 013

Wahyu Waguna, S.AP.,MS
NIP.19740305 199303 1 003
Adi Rahman, S.Hut
NIP.19780914 200701 1 005
Ir. Herwina Rezeki
NIP.19660702 199303 2 007
Ahmad Munadi, ST.,MT
NIP.19690716 199806 1 001
Ir. H. Taufikurrahman
NIP.19650928 199503 1 002
Ismed Zulfikar,.SH
NIP. 19640401 199203 1 017

 H. Asy’ari, SKM.,MS
NIP.19630916 198712 1 001
Amina  Oktariyana, S.Hut
NIP.19781022 200801 2 017
Tulus Priyono, S.AP
NIP.19601218 198203 1 012
Ahdiat  Sabari, ST.,MT
NIP.19700417 199002 1 002

	Pengarah
Ketua

(Amdal A,C)

Anggota

(Amdal B,C)
Anggota

(Amdal B,C)

Anggota

(Amdal A,C)
Anggota
(Amdal A)

Anggota

(Amdal C)

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



	

	


BUPATI BARITO KUALA,


H. HASANUDDIN MURAD
